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‘BUP ATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR A TAHUN 2013

TENTANG '

' PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

" Menimbang : s

3 Me’hgingatf n

| ,Lembaran Negara Republlk Indonesua Nomor 4400)

KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: BUPATI BENGKALIS

béhWa dala’m rangka”mendukung peléksanaan"Penyelehggaraan’ E
Pemenntahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi

kewenangan Desa di danai dari- Anggaran Pendapatan dan Belanja' o
- Desa, bantuan Pemerlntah Daerah dan bantuan Pemerintah; =
‘bahwa ‘salah satu Sumber Pendapatan Desa adalah melalui Dana
_ Perlmbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah
- yang - pembaglannya -untuk setiap Desa- secara mmlmal dan‘ v
- proposional dltetapkan melalui Alokasi Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam

'~huruf a dan -huruf b di atas periu menetapkan Peraturan . -Bupati

Bengkalls tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tehtang Pembe'nt'ukan'

-»Daerah Otonoml Kabupaten dalam Imgkungan Daerah Provmsf o

';’Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun 1956

Nomor 25) : o e ; :
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

'-,(Lembaran Negara Republlk IndoneS|a ~Tahun 2003 Nomor 47 .
: Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4286); - l o
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 2004 Nomor S5

Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4355);
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran .

Negara Republlk Indone5|a Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan‘




Sl e

e

5 Undang Undang Nomor 32"’Tah’l\jn ‘2004 tentang Pemefihtaha/h
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 2004 Nomor

125 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor 4437)V o

sebagalmana telah dlubah beberapa kall terakhir dengan Undang- '

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang Undang Nomor 5 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan

Daerah (Lembaran Negara Republlk |ndone31a Tahun 2008 Nomor 59 E

Tambahan Lembaran Negara Republlk |ndoneS|a Nomor 4844)

6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan

Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah'

(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2004 Nomor 126'
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndone3|a Nomor 4438)

7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan‘ ;

Peraturan "Perundang undangan (Lembaran Negara Repubhk:

Indonesna Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesna Nomor 5234) ER :

8 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan’

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun

& 2005 Nomor 140); i 5 |

9 v Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran :

e —

Negara Republlk Indone5|a ,Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Republlk IndoneSIa Nomor 4587)

10 Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman“

Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah' , &

(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2005 Nomor 165);

e 11 Peraturan Pemerlntah Nomor 38. Tahun 2007 tentang Pembaglan‘~ -

Urusan Pemenntahan antara Pemerlntah Pemenntahan ‘Daerah

Provm3| dan Pemermtahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran:f"g

‘ Negara Republlk Indonesna Tahun 2005 Nomor 165 Tambahanv

; Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4737)

’eraturan Menten dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2007 tentang‘

g Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa WL S o :
B eraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 2007

tentang Keuangan Desa’ (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls ‘

Tahun 2007 Nomor 14)
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vyl'jerétuf'rah\" Daéréh ’“Kab‘u;:}a'téh Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 =
,tentang Pedoman Pembentukan dan Mekamsme Penyusunan . i
| - Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2007 »

V‘Nomor14) |
15,

2 f:itentang Pedoman Penyusunan OrganlsaSI dan Tata Kerja Pemermtah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 04 Tahun 2008'

‘ ,'Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor

04y

k‘_,‘16."_Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 06 Tahun 20087

| "tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
: Bengkahs Tahun 2008 Nomor 06); /

7

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008

ltentang Penyelenggaraan Urusan Pemermtah Daerah Kabupaten
"Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008
' ‘Nomor 07) TS ;o

o ,.;18. ’Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 8 Tahun 2012 tentang‘ E

_ Pembentukan Desa Kuala Alam Desa Kelebuk Desa Palkun Desa .

{Sungal Batang,.Desa Prapat Tunggal Desa Slmpang Ayam Desa
,Senderak Desa Kelemantan Barat, Desa Damai, Desa Pangkalan

| g Batang Barat dan Desa Pematang Duku T|mur Kecamatan Bengkalls

" (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2012 Nomor 08); -

19,
‘ ,‘Pembentukan Desa Resam Lapls Desa Berancah Desa Ulu Pulau

'Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 9 Tahun 2012 tentang‘ | -

" Desa Mentayan Desa Pambang Pesisir,’ Desa Sukamaju Desa’

| . .Pambang Baru Desa Kembung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan

Sari, Desa Bantan Tlmur Desa Teluk Papal Desa Muntal Barat dan,

"Desa Deluk Kecamatan Bantan(Lembaran Daerah Kabupaten '
S _Bengkalls Tahun 2012 Nomor 09); - :
20,

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 10 Tahun 2012

. 'tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Paknlng Asal

) B Kecamatan Buklt Batu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun

: 2012 Nomor 10)
21

Peraturan Daerah: Kabupaten Bengkalls Nomor 11 Tahun 2012

f_tentang Pembentukan Desa L|ang Banir, Desa Tanjung Datuk Desa

| _Koto Raja dan Desa Sungan Nlbung Kecamatan Siak Kecnl (Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2012 Nomor 11)
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:-tentang Pembentukan Desa Sn Tanjung, Desa Pancur Jaya Desa -

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 12 Tahun 2012

. '*’j‘PangkaIan Plnang dan Desa Dungun Baru, Kecamatan ‘Rupat.

3 Penyelenggaraan Pemermtah Daerah

B ?(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2012 Nomor 12);
- 23.

' s ;‘Vtentang Pembentukan Desa Hutan Ayu Desa Suka Damal dan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 20123

f_}Puten Sembllan Kecamatan Rupat Utara (Lembaran Daerah
7 Kabupaten BengkallsTahun 2012 Nomor13) e '

tentang Pembentukan Desa Sungan Meranh Desa . Pangkalan leut

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 14 Tahun 2012

B 'Desa Bu|uh Apo Desa TaS|k Serai Barat Desa TaSlk Tebing Serai
A‘ ;_{dan Desa Koto Palt Berlngm Kecamatan Plngglr (Lembaran Daerah t

: _:’ ;vKabupaten Bengkalls Tahun 2012 Nomor 14) k
s -:ii:tentang Pembentukan Desa Tambusal Batang Dui, Desa Slmpang

'Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 15 Tahun 2012

‘ ~,__‘zPadang, Desa Pematang Obo Desa A|r Kullm Desa Buluh Manls S
Desa Bathm Betuah Desa Boncah Mahang, Desa Pamesx dan Desa

: Bathin Sobanga Kecamatan Mandau (Lembaran Daerah Kabupaten: S
S }lBengkalls Tahun 2012 Nomor 15) ‘ ' '

Surat Menterl Dalam Negerl Republlk Indone5|a Nomor 140/640/SJ

e tanggal 22 Maret 2005 Perlhal Pedoman Alokasu Dana Desa dan
e ";}Pemermtah Kabupaten/Kota kepada Pemerlntah Desa; ;

. Surat Menten Dalam Negen Republlk Indone3|a Nomor 400/1303/SJ

tanggal 16 Aprll 2009 Penhal Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat

Desa dl Seluruh Indonesna

MEMUTUSKAN

Menetapkan® : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI _DANA  DESA  (ADD) E
eiold ~'~[‘KABUPATENBENGKALIS B T

BABl
KETENTUAN UMUM”‘
Pasal1

. Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalls RO , , ‘ ‘
2. Pemenntah Daerah . adalah Bupatl Bengkahs dan Perangkat Daerah sebaga| unsur

4




. Bupa’n adalah Bupatl Bengkalls

. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahl Wnlayah Desa. penenma Alokasr:
Dana Desa ‘ . ' ‘ |

. Kepala Desa adalah Kepala Desa Penerlma Aloka3| Dana Desa

.Pemenntahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan oleh Pemermtah _
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentlngan‘ .

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat lstladat setempat yang dlakm dan

- dlhormatl da|am S|stem Pemenntahan Negara Kesatuan Republlk Indone3|a

.Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur-
; Penyelenggara Pemenntahan Desa : | '

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya dlsmgkat BPD adalah Iembaga yang -
merupakan perwu1udan demokraS| dalam penyelenggaraan Pemenntahan Desa ’

_ sebagal unsur Penyelenggara Pemenntah Desa

.AlOkaSl Dana Desa yang selanjutnya dlsmgkat ADD adalah dana yang berasal dan,. o

memblayal penyelenggaraan pemenntahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa

. Alokasi Dana Desa Mlmmal yang selanjutnya dlsmgkat ADDM adalah baglan Aloka3|

) Dana Desa yang besaran pembaglannya sama untuk masmg masmg Desa.

. Alokasi Dana Desa Proporsmnal yang selanjutnya dlsmgkat ADDP adalah pembaglan .
A ‘AlokaS| Dana Desa yang pembag|annya secara Proporswnal untuk masmg masing

desa berdasarkan n|la| bobot desa yang dlhltung dengan rumus dan vanable tertentu.”

. KoefeSIen vanabel adalah koefesxen (angka) desa yang d|m|I|k| oleh Desa untuk setlap' -

f varuable tertentu

. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya dlsmgkat SPJ adaIah surat |
| pertanggungjawaban penggunaan AIokasn Dana Desa yang dlbuat oleh Desa penenma '

I_Alokas1 DanaDesa. - R SO T :
. Tahap adalah tahapan penyaluran dana

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan:
‘Pemenntahan Desa yang dlbahas ‘dan d|setu1U| bersama oleh Pemenntah Desa dan

f BPD yang dltetapkan meIaIun Peraturan Desa

sebagian pendapatan Pemermtah Kabupaten dan dlbenkan kepada Desa untuk: o




o BABII L
'MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP
DAN ASAS ALOKASI DANA DESA

Bagian Peﬁama
Maksud
Pasal2

“ADD dlmaksudkan untuk memblaya: penyelenggaraan pemerlntahan dan pemberdayaan

masyarakat di Desa

Bagian Kedua
Tujuan
PaSa{3

Tu;uan pelaksanaan ADD antara lain :

a.

Meningkatkan penyelenggaraan Pemermtahan Desa dalam melaksanakan pelayanan
pemenntahan pembangunan dan kemasyarakatan sesual kewenangannya
Memngkatkan kemampuan Iembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana,
melaksanakan, mengendallkan memanfaatkan memellhara dan mengembangkan
pembangunan secara partIS|pat|f sesual dengan potens: desa

Meningkatkan pemerataan pendapatan keselmbangan kerja dan kesempatan
berusaha bagl masyarakat Desa; v o »
Menumbuhkembangkan dlnamnka masyérakat dalam ‘rangka - pemberdayaan .
masyarakat; dan R .k 5 S o | R
Menggerakkan dan mengembangkan parﬂsnpaSI gvotong royong dan swadaya

masyarakat

Bagian Kétiga He
- Sasaran
Pasal@

Sasaran ADD antara lain : , : A Lo
a. Menmgkatkan efektifitas penyelenggaraan pemenntahan desa;

g b Menlngkatkan kualltas pelayanan masyarakat
c. Memngkatkan pelaksanaan pembangunan desa dan

d. Menlngkatkan part|S|paS| dan pemberdayaan masyarakat



Baglan Keempat

Prln5|p
‘ , b Pasal5
‘PnnS|p pr|n3|p pengaloka3|an ADD antara Ialn g
. Pengelolaan keuangan ADD merupakan baglan yang tak terplsahkan dan pengelolaan‘
. keuangan Desa dalam APBDesa _ 1 j_g ’ o ;
b. Seluruh keglatan yang dldanal oleh ADD dlrencanakan dllaksanakan dan dlevaluaSI |
'secara terbuka dengan mehbatkan komponen masyarakat dl Desa , ', 7
~c. Seluruh keglatan harus dapat dlpertanggungjawabkan secara admlnsnraSI teknls dani S
| _hukum dan A ' o ‘ ‘

d. ADD harus dllakukan secara hemat terarah dan terkendah

: Baglan Kellma R E
‘h?f>ii Asas,' i
o , e Pasal6 , AR
ADD untuk setlap desa dltentukan berdasarkan asas merata dan adll yaltu
a Asas merata adalah pembaglan alokas: dana yang besarannya sama untuk setlap desa
B -yang dlperoleh sebesar 60% dan pagu anggaran ADD Kabupaten dlbagt Jumlah 7
~seluruh. desa se’ Kabupaten yang selanjutnya dlsebut AlokaS| Dana Desa MmlmaL
(ADDM) I R T
b. Asas adll adalah pembaglan Alokasn Dana yang besarannya dlbagl secara proporsmnal

,untuk setiap desa yang dlperoleh sebesar 40% dan pagu anggaran ADD Kabupaten

melalu1 penllalan bobot desa yang dlhltung dengan rumus berdasarkan beberapa

‘varlabel yang selanjutnya disebut AlOkaSI Dana Desa Propors1onal (ADDP)

BAB 1]
PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

(1) Besarnya ADD yang dltenma oleh masmg masmg Desa adalah jumlah AIokasn Dana

Desa Mmlmal (ADDM) dltambah dengan A|okaS| Dana Desa Proporsmnal (ADDP) yang

dltenma oleh Desa

(2) Besarnya Alokas: Dana Desa Mlnlmal (ADDM) yang dltenma oleh masmg masmg Desa :
adalah 60% -(enam puluh persen) darl Jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dlbagl

dengan ]umlah seluruh Desa se Kabupaten




(3) Besarnya Alokasn Dana Desa Proporswnal (ADDP) yang dxterlma oleh masing-masing
' Desa adalah )umlah pagu anggaran ADD' Kabupaten yang dlkurang| dengan jumlah
Alokasi Dana Desa Mlnlma| yang diterima oleh seluruh Desa Se— Kabupaten dikalikan o

dengan N|Ia| Bobot masmg masmg Desa (BDx)

Pasal 8 ‘ :
(1)N||a| Bobot Desa (BDx) adalah nllal desa yang dltentukan berdasarkan beberapa |
vanabel mdependen dan- merupakan mdnkator yang dapat dlgunakan untuk‘ :
: membedakan beban yang dltanggung antara satu desa dengan desa yang Ialnnya
yang terdiri atas: - ‘ ‘
Kemlsklnan '
Kesehatan; . v
: Pendidikan‘Daéar;
Kete'rjangkauan Desa:
“Jumlah Penduduk‘
Luas wilayah; dan ‘

Q = . 0 o ofc-'m

PotenS| EkonomllReallsaS| PBB

. (2) Setlap varlabel sebagalmana tersebut pada ayat (1) mempunyal angka bobot (a) ;
yang nllalnya dltentukan berdasarkan klaSIfIkaSl pada seberapa besar urgens; oo

.- persoalan tersebut untuk dlselesalkan oleh Daerah sehlngga vanabel tersebut dapat L
dlkategonkan sebagal “SANGAT PENTING’ dlberl angka 4, PENTING dlben angka 3 5 1‘

“CUKUP PENTING" dlberl angka 2 dan “KURANG PENTING" diberi angka 1.

Pas'ail 9

(1) Besarnya Nl|al Bobot suatu Desa (BDx) dlperoleh melalun penjumlahan dan seluruhr

“hasil kali Angka Bobot masmg masmg Varlabel (a) dengan Koeﬁsnen masmg masing

Variabel (KV) yang ada

(2) Angka Bobot masmg masmg Vanabel (a) dlperoleh dan hasﬂ pembaglan bobot yang
diberikan pada variabel dlmaksud berdasarkan klaSIflkaSl urgensi permasalahan yang

dihadapi (1 s.d 4) terhadap jumlah seluruh nllal angka variabel yang ada

(3) Nilai Koefisien Variabel (KV) diperoleh darl hasil bagl Angka Varlabel suatu desa‘ .

dengan Jumlah angka variabel untuk seluruh Desa Se- Kabupaten :

4) Jumlah seluruh angka bobot vanabel (a) yang dlperoleh harus sama dengan 1 (satu)




e

. ‘ Pasal 10 :
Ketentuan tentang penetapan haSIl besaran ADD untuk masmg masmg desa dltetapkan i

oleh Bupatn

| Ay BAB |v | e
: KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
' Pasal11 ‘ : ' v

ADD dlberlkan kepada Desa untuk keperluan , _ - :
a. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % (tu1uh puluh persen ) dan AlokaS| Dana Desa i
. yang dlterlma dapatdlpergunakan untuk B B : : L
1. Memblayan sarana dan prasarana fasmtas umum dlbldang kesehatan pendldlkan

‘.Honoranum PA" dan PPTK dan pelaksana keglatan serta upah tenaga kerja dalam
‘ pemellharaan faSIlltas umum , ‘
2. Memblayal sarana dan prasarana fasﬂltas umum harus dllengkapl dengan gambar :

‘ '\.kdan Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) yang dlbuat oleh konsultan Perencana dan

"dokumen tersebut dlserahkan kepada pelaksana keglatan fISlk sebagal sarana ‘
4 "perencanaan dan pengendallan ‘ , L ‘
3. Pembangunan fISIk yang berS|fat multl years artlnya suatu keglatan karena volumel
_v : dan pemblayaannya besar harus dllakukan lebih dari satu tahun anggaran ‘ /
A 4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa yaltu berupa Operasmnal dan bantuan
' kepada C ,' ,” '( - :
a. RT dlsesuaikan dengan jumlah warga yang dlayomlnya S
b, RW dlsesualkan dengan luas. dan banyaknya RT yang dlblna .
c. LKMD/LPMD atau sebutan Iamnya '
d PKK Desa R
e. Karang Taruna
f. Forum Kemltraan Pohsn Masyarakat Desa ( FKPM )
g Lembaga Adat Melayu Rlau (LAMR) Desa -
h. PAUD dan sejenlsnya ‘ ¢
. Perpustakaan Desa R |
| ‘j Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD)

.jperekonomlan dan pemberdayaaan SOSIal masyarakat termasuk dldalamnya :

_, keglatan fISlk belanja barang dan jasa untuk keglatan flSIk dan belanja

atau Pendampmg Desa baglan Pembangunan dan atau aSSIsten kecamatan yang“" &%

B ‘_.dlsahkan oleh Koordlnator Kecamatan PPTK dan Kepala Desa sebagal RA,.- L




-5k Perllndungan Masyarakat ‘ o e
. «I Petugas Pencatat leah (P2N) atau sebutan Ialnnya e e
* m.Imam Mesjid dan Musholla |
oo Guru Ngap v' 5t
' o. Petugas Rumah Ibadah :
o p Sanggar/KeIompok Senl Budaya dan
- q. Operaswnal rumah. lbadah Rt ,
5 Penlngkatan derajat kesehatan dengan sasaran - pemngkatan aktlfltas posyandu It; 5
'Apollndes poslanSIa dan lain- lain. Bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut:‘_'

| berupa dana operaSIonal dan pengadaan peralatan seperti tlmbangan untuk bayl

| ‘f'ﬂpermalnan anak-anak dan bantuan kepada kader posyandu berupa honor bulanan
6. Penlngkatan kualitas pendldlkan Iuar sekolah yang bertu;uan untuk memngkatkang

| . \:';( PAUD ) AlokaS| Dana Desa PAUD dlperoleh darl belanja Bantuan SOSIa|
yang masih berstatus pelajar mulai dari STK/PAUD hmgga SLTA/sederaJat melalw

‘sekolah Ialnnya Alokasn dana dlperoleh dari belanja bantuan sosial dlsesualkan B
' dengan kebutuhannya ’ } ' '

8 Penlngkatan pengamalan kehldupan beragama sosnal budaya dan adat |st|adat°_v,' .

hari besar keagamaan dan hari besar Na3|onal serta bantuan keglatan MTQ Desa o
'g\k::dlsesualkan dengan keglatannya | ‘ - : ‘ o |
(9. jigKeadaan darurat adalah ‘suatu kond|S| tertentu yang mengaklbatkan tldak
berfungsmya pelayanan umum sepertl jembatan roboh, ‘kebakaran rumah

L penduduk dan lain-lain;

pelayanan umum akblpat bencana. alam, sapertl banijir, angm ribut , Io}ngsor dan' e
Claindain; ES L |
11, Pengembangan Teknologl Tepat Guna (TTG) i o
12 Keg|atan : Ialnnya ; yang termasuk -dalam aktlﬂtas pemberdayaan kepada

masyarakat yang terleblh dahulu telah dlkonsultaS|kan dan dlsetUJUI oleh tim-

Kecamatan dan tlm Kabupaten

b Blaya penyelenggaraan Pemenntahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa e

: sebesar 30 % (tlga puluh persen ) dan ADD yang dlterlma dlpergunakan untuk

10

- € dan balita, tempat tldur dan kasur penksa meja dan kursn pendaftaran pengadaan? gar

: keterampnlan angkatan keFja dan bantuan sosial kepada Pendldlkan Anak Usia: Dlm _
7; Pembmaan terhadap anak. terlantar dan anak yatlm dilakukan terhadap mereka

,'bantuan keglatan Pendldlkan sepertl pembellan buku sepatu baju dan keperluan"} -

o ;sepertl keg:atan pemuda dan Olah raga Pemblnaan LPTQ Keglatan perlngatan"‘ :

10. Bencana alam adalah suatu kond|S| tertentu yang menyebabkan tudak berfungsmya'{




5\ 18 o

"“Anggaran OperaSIonal Pemermtahan Desa sebesar 70 % ( tu;uh puluh |
persen ) untuk keglatan sebagal benkut N : f
a. Pendldlkan dan pelatlhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka’
penlngkatan kapaSItas pelaksanaan tugas dan fun93|
b. Pengadaan seragam dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Pengisian Kepala Urusan dan Perangkat Desa Ialnnya .

d. Blaya pelaksanaan pemlllhan Kepala Desa dengan ketentuan berdasarkank‘

- jumlah pemilin yaltu

- Pemilih 0 s/d 1000 Orang maksxmal o  Rp. 17.500.000,-

- Pemlllh 1001 s/d 2000 Orang MakSImaI 'v Rp. 20.00.0.000,- ‘
- Pemilih 2001 s/d 3000 Orang Maksimal =~ Rp. 30.000.000,-
- Pemilih Lebih dari 3001 Orang Méksimal S Rp. 40.000.000,-

e Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

f Pensertlflkatan tanah Desa dan Kas Desa

g. Alat Tuhs Kantor; = ( i
h. Pemeliharaan Kantor dan balal Desa;: = .

i.‘ Operasmnal Kepala Desa dan Perangkat Desa (

//] Penyedlaan perlengkapan kantor FET &
k. Biaya fotocopy dancetak;- . ,
I Biaya makan/mlnum rapat, | ' : m,‘) S
m'.i' Pemerllharaan peralatan kantor dan sarana transportasn dan

‘ .n. .Keglatan lainnya sepanjang dlpergunakan untuk operasional Pemenntah Desa _
: yang telah dlkonsultaSIkan terleblh dahulu dan dlsetUjUI oleh tim Kecamatan,

dan tim Kabupaten v

2. OperaSIonal penyelenggaraan keg|atan Badan Permusyawaratan Desa sebesar
30 % ( tiga puluh persen ) dari belanja aparatur dan operasmnal pemerlntahan.'
~untuk keglatan sebagal berikut: ’ ‘ '
a. ’Insentlf KetuaNVakll Ketua/Sekretans dan Anggota Setlap bulan dlsesualkan
| -dengan anggaran BPD ; ,
b. Tunjangan rapat Ketua/\NakH Ketua/Sekretans dan Anggota dlsesualkan‘
| dengan anggaran BPD | - , :
c‘. Alat tulls kantor makan mlnum rapat perjalanan dlnas dan blaya operasmnal |
| lalnnya dan A TR e e -
d. Kegiatan Ialnnya sepanjang dlpergunakan untuk Operaswnal penyelenggaraan
keglatan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dlkonsultaS|kan terleblh

dahulu dan dlsetUJm oleh Tlm Kecamatan dan Tim Kabupaten
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e 3 S BAB V L
_TIM PELAKSANA KEGlATAN ALOKASI DANA DESA
- ' ) Baglan Pertama -
ngkat Desa |
| Pasal 12

{1) enggunaan ADD dllaksanakan oleh Tlm Pelaksana Desa yang dltetapkan oleh Kepala

)Tlm pelaksana Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdlrl dan

Ca Kepala Desa sebagal penanggung jawab d;n sebagal pengguna anégaran \

: b Sekretans Desa sebagan Pelaksana Teknm yang:f‘_

ssl?’ljutnxf 9€|s%p‘ut PTPKD \ ' “

¢ Kepala urusan atau staf Desa sebaga| Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan (PPTK)

- d Bendaharawan Desa sebagal penanggungjawab admlnlstraSI keuangan

’_) Dalam hal pelaksanaan keglatan flSlk dlbentuk Tim Pelaksana Keglatan yang berada |

‘ dlbawah dan bertanggung]awab kepada T|m Pelaksana Desa T|m Pelaksana Keglatan‘

dltetapkan dengan keputusan Kepala Desa ’ o ol

() Susunan T|m Pelaksana Keglatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) sebagan

berukut , . S SN e L | '

a Ketua LPMDILKMD atau sebutan laln sebagal Ketua 5

b Sekretaris LPMDILKMD atau sebutan lain sebagal Sekretarls _

- C ’Bendahara LPMD/LKMD atau sebutan Ialn sebagal bendahara S
d Wakil Ketua II LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagau anggota dan
e Ketua SekSI Pembangunan Perekonomlan KoperaS| dan ngkungan hldup S

, sebagal anggota o R AR ' N

5) Tlm Pelaksana Keglatah sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) mempunyal tugas

a Merencanakan dan melaksanakan keglatan fisik; dan : iy
b- Mempertanggungjawabkan keglatan kepada Tlm Pelaksana Desa :

Pasal13

epala Desa selaku penanggungjawab keglatan mengadakan rapat/musyawarah untuk'“

ilenyusun Jadwal keglatan pembaglan tugas pelaksanaan keglatan Kepala Desa'_

sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sekall dan dlplmpm |angsung o|eh Kepala Desa

&
i

'»tmemlmpm rapat evaluaSI pelaksana keglatan yang dnlaksanakan pada minggu pertamaf:f ‘

12 .



‘ Bagi’a,n Kédua
Tingkat Kecamatan

~ Pasal 14

)Tm Pendamplng Tlngkat Kecamatan yang selanjutnya dlsebut Tlm Kecamatan

dxtetapkan dengan Keputusan Camat
} Tim: Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdlrl dan
a. Camat sebagal Penanggungjawab.

b. Sekretans Kecamatan sebagal Ketua

o .

Kepala SekSI Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagal Sekretaris

d. Kepala SekSi Tata Pemerintahan sebaga’l‘Wakll Sekretans .

.e. Staf Kecamatan sebaga| Anggota
f Kepala UPTD Kecamatan sebagal anggota

3} Honorarlum T|m Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlbayar melalunt'
APBD besaran honorarlum Tim Kecamatan dlatur Ieblh lanjut dengan Keputusan'

Bupati;
T ugas Tim. Kecamatan sebagal berlkut
'a ' Memfas1htasn semua tahapan APBDesa dan ADD
b 'MemfaS|I|taS| pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

¢ Melakukan pembmaan pengendallan dan momtonng terhadap seluruh tahapan
-{APBDesa

d Melakukan venflkaS| terhadap APBDesa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) harlj :
:kerja sejak tanggal penenmaannya Apablla dalam jangka waktu 10 (sepuluh) harly ,
~kerja tidak dltanggapl maka APBDesa dlanggap telah dlsetUJUI oleh T|m 

o Kecamatan dan

e Melaporkan pelaksanaan tugas pemblnaan pengendallan dan venflkaSI APBDesa

~.kepada Bupati pada setlap awal bulan

13




Baglan Ketlga -
ngkat Kabupaten

Pasal 15

'*Ttm Pembma Tlngkat Kabupaten yang selanjutnya dlsebut Tlm Kabupaten dltetapkan
ngan Keputusan Bupatl ; : e . :

im Kabupaten sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdm dan
,.Bupatl sebagal Pengarah

Wakil Bupatl sebagal Wakll Pengarah

ifSekretans Daerah Kabupaten sebaga| Pembma

I ASIsten Tata Praja sebaga| Penanggungjawab

. Kepala BPMPD sebagal Ketua

.‘f-Sekretarls BPMPD sebagal Wakll Ketua b

| Kepala Bldang Pemenntahan Desa sebaéal Sekretans

¥ _Pejabat Eselon III IV dan Staf pada BPMPD sebagal Anggota -
‘.SKPD Ialnnya sebagal Anggota :

Melakukan deSImenaS| secara Iuas atas kebljakan data dan informasi tentang'fv _
~ APBDesa dan ADD ' ST ~ : FI . a

’Membantu T|m Kecamatan untuk membenkan pedoman dan blmblngan’“
pelaksanaan APBDesa dan ADD d| Desa '

Menentukan ‘ besarnya i ADD yang dlterlma berdasarkan rumusan yang telah" ‘
'fdltetapkan 1 S o . | S

;Memberlkan pedoman blmblngan dan pe|at|han dan penyelenggaraan keuangan] E
desa .yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBDesa

’;Me|akukan keglatan pemblnaan pengendallan dan monltorlng dan evaluasu‘,

pelaksanaan APBDesa dan ADD bersama dengan T|m Kecamatan dalam proses v

| tahapan keglatan

14




f Melaporkan pelaksanaan tugas pemblnaan dan pengendallan kepada Bupat| pada _
‘setiap awal bulan |

g Membenkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dan Kabupaten ke Desa
| h f‘Membenkan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
i Membenkan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan part|5|pat|f

’j‘ DMengawasn pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

k .'I_Melakukan pembmaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerlntahan Desa dan"‘ «
Lembaga kemasyarakatan

| Memberikan sank3| atas penylmpangan yang dllakukan oleh Kepala Desa dan *
:Perangkat Desa sebagalmana dlatur dalam Perundang Undangan

m Melakukan upaya upaya percepatan atau akseleraSI pembangunan perdesaan

n }Melaksanakan SOS|aI|saSI kebuakan data dan lnformaS| tentang APBDesa dan :

o Membantu T|m Kecamatan untuk memberlkan pelatlhan / onenta3| kepada Desa

p ' Menentukan besarnya AlokaS| Dana Desa yang dutenma berdasarkan rumusan'

yang telah dltetapkan

q Melakukan keglatan pemblnaan monltormg dan evaluasn pelaksanaan APBDesa .

f bersama dengan Tlm Kecamatan

T Melakukan faS|I|taS| pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta o

‘ ,plhak Iam dan mengkoordlna5|kan pada lnspektorat Kabupaten dan

‘s Menyampalkan Iaporan berkala kepada Bupatl

BAB VI
PANYALU RAN DANA

Pasal16

Penyaluran ADD dapat dlcalrkan setelah Pemerlntah Desa memenuhl persyaratan‘

i

sebagal benkut

Permusyawaratan Desa ( BPD ) serta dwenfnkasn oleh T|m Kecamatan;

15

a Dokumen APBDesa yang telah dlSGtUjUI bersama sama Kepala Desa dan Badan SA



b Dokumen APBDesa yang telah dlverlflkaSI oleh Tlm Kecamatan dlsampalkan ke
Kabupaten; ' o

Melampirkan Sufaf _Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara
Desa, Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan (PPTK) dan T|m Pelaksana Keglatan
Fisik; dan

Melamplrkan SPJ Tahun sebelumnya yang dllengkapl dengan buktl pendukung

yang sah berupa kontrak faktur buktl setoran pajak tanda terima dan berita acara
- serah terima. B

ADD sebagalmana d|maksud pada ayat (1) dlsalurkan kepada Pemerintah Desa
'eiaim rekenlng Pemenntah Desa masmg masmg desa dan merupakan baglan dari .
; ndapatan desa 'yang harus dlmasukkan dalam APBDesa

@ Penyaluran dana dari Kabupaten ke Desa sebaga:mana dlmaksud pada ayat (2)
!akukan satu kali penyalurarr : ’

,encalran dana untuk kegiatan Desa dilakukan secara bértahap, tahap' pertama

BAB VII
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

D dalam APBD dlanggarkan pada DPA PPKD

enntah Desa membuka rekenmg pada bank yang dltunjuk berdasarkan Keputusan :

i(e.pala Desa

>pala Desa mengajukan permohonan penyaluran AlokaS| Dana Desa kepada Bupatl

_,.me\a\ul Kepala Badan: Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah d\lakukan venﬂkam

~oleh T|m Kecamatan

16
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;,Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahan Desa meneruskan
permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) kepada Bupatl melalw Sekretarls
'Daerah Selaku Pengguna Anggaran PPKD '

L BABVIII : .
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

’ngPasalna."

cﬂanggungjawaban ADD termtegrasn dengan pertanggungjawaban APBDesa -
hingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa. s
entuk laporan atas keglatan keglatan dalam APBDesa yang dlblayal dari ADD adalah, o
=baga|benkut
Laporan- berkala yaitu 2 Iaporan mengenal pelaksanaan penggunaan dana ADD
dibuat secara rutln setiap bulannya adapun ‘yang d|muat dalam Iaporan ini adalah
realisasi penerlmaan ADD dan reahsasn belanja ADD ; : S .
.Laporan akhir. dari penggunaan alokaSI dana- desa mencakup perkembangan.
pelaksanaan dan . penyerapan dana masalah ‘yang dlhadapl dan rekomendasn
penyelesalan haSI| akhir penggunaan ADD ; a : ~ v
enyampaian Iaporan sebagalmana dlmaksud pada ayat 2 dltandatangam Oleh‘
Pengguna Anggaran ( Kepala Desa ) selanjutnya Iaporan dlserahkan kepada Tim
eéamatan secara bertahap 3 : : i S
:rn Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat 3 membuat Iaporan/rekapan dan ,
seluruh laporan tlngkat desa d|W|Iayah Kecamatan secara bertahap melaporkan kepada 3
Bupatl melalm T|m Kabupaten - Lhi e v

: BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
: I R Pasa|19
Eﬁmbmaan pengawasan dan pengendahan atas pengelolaan AlokaS| Dana Desa
ksanakan oleh Pendampmg Desa Tenaga Akuntan3| Desa Tlm Kecamatan dan Tlm

] u‘_paten';

. BABX

'KETENTUAN LAIN-LAIN

, L . - Pasal20 S ]
Dalam rangka menylapkan kebuakan daerah tentang ADD Pemerlntah Daerah dapat;
membentuk tim yang anggotanya terdiri dari aparat Pemenntah Daerah, Kecamatan .
dan Desa perwakllan DPRD dan . BPD OrganlsaSI kemasyarakatan yang memlllkl\. :.
pengalaman dalam’ pemberdayaan masyarakat dan desa. : : o

2. Tim sebagalmana ‘dimaskud pada ayat (1) bertugas untuk memper3|apkan berbaga| hal E g

- yang terkalt dengan ADD sesua| dengan kebuakan daerah . o



3. Khusus bagi Desa hasil pemekaran ADD untuk keperluan pemberdayaan masyarakat ;
masih dlbebankan melalui APBDes desa induk, sedangkan untuk keperluan operasional }
Pemerintah Desa dan BPD akan dlalokaSIkan dari dana keguatan belanja bantuan
keuangan kepada desa di Sekretarlat Daerah Kabupaten Bengkalls dan besarannya ‘
dltetapkan melalm Keputusan Bupatl ~ o

.. BAB XI S
KETENTUAN PENUTUP :
o - Pasal 21 ‘ L

Hal—hal yang be|um dlatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenal
'pelaksanaannya akan dlatur lebih Ianjut dengan Keputusan Bupatl
' . Pasal 22 .
_ Dengan berlakunya Peraturan Bupati -ini, maka Peraturan Bupati Bengkahs Nomor 10
Tahun 2012 tentang- Pedoman Pelaksanaan “Alokasi Dana ‘Desa dan Anggaran i
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dlcabut dan tldak berlaku |ag| ’

~ : : Pasal 23 - - o
Peraturan Bupat| ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan agar setlap orang‘p '
mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan ~Bupati * ini dengan . -
penempatannya dalam Berlta Daerah = - - B

/ Dit_etapkan di Bengkalis “
~padatanggal 2 JANVARL 2013 }
 BUPATI ' - B

(H. HERLIYAN SALEH

2 gkan d| Bengkahs
BaRdual 2 dAwvARL 2013
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PENJELASAN
: ATAS o
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
'NOMOR TAHUN 2013 |
e _TENTANG Loy
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

KABUPATEN BENGKALIS

I PENJELASAN UMUM

.V.Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan
h'yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentlngan masyarakat‘

31stem Pemenntahan Negara Kesatuan Republlk Indonesna Untuk dapat‘

: nakan tugas—tugas sesual kewenangannya maka desa memerlukan sumber

2004 tentang Pemenntahan Daerah sumber—sumber pendapatan desa terdiri atas

apatan asls ‘desa, bag| hasil: paJak daerah dan retnbusn daerah Kabupaten/Kota o

darl dana penmbangan keuangan pusat dan daerah yang dltenma oleh Kabupaten/
bantuan dan pemenntah pemerlntah provmsn dan pemenntah Kabupaten/Kota
:an sumbangan dan plhak ketlga o ‘ i e
‘Dalam upaya mewu1udkan pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan
mya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman otonoml
d:mokratnsasn dan pemberdayaan masyarakat dlpandang perlu mengalokasnkan
epada desa yang bersumber dari baglan Dana Penmbangan Keuangan Pusat dan
hvyang dltenma Pemerlntah Daerah : ;
AA!okasn Dana Desa pada desa desa otonom pada dasarnya merupakan dana

, nakan kewenangan pemenntah desa yang otonom dan kemampuan fISka| yangf

.dlsampmg |tu pembenan AlokaS| Dana Desa d|tu1ukan untuk menmgkatkan,

Berdasarkan pertlmbangan tersebut d| atas maka dlpandang perlu untuk'

Kabupaten Bengkahs

desa dxartlkan sebagal kesatuan masyarakat hukum yang ‘memiliki batas batas f‘

t berdasarkan asal- usul- dan adat |st|adat setempat yang dlakw dan dlhormatl‘," -

"patan Sesual ketentuan dalam Pasal 212 ayat (3) Undang Undang Nomor 32

',ngan yang berfungsn untuk menutup kekurangan antara kebutuhan pokok untuk”-_'- "



Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

‘Pasal1-

Cukup jelas. "

Pasal2

Cukup jelas.

~ Pasal 3‘; S

- Cukup jelas.
'Pas\al4,'

Cukup jelas.

- Pasals
Cukup jelas.

PaaaIS o .

‘Cukup jelas. .~
Pa’sﬂal 7!_'-

;:Ayat 1.

'Rumus perhltungan yang dlpakal adalah

ADDx ADDM + ADDPX

ADDx Alokasn Dana Desa untuk desa x
~ADDM AIokasn Dana Desa Mmlmal yang dlterlma Desa

ADDPx AlOkaSI Dana Desa Proporsmnal untuk desa x

1

| Paaal 7
~Ayat2
Rumus perhltungan yang dlpakal adalah

ADDMx = (60% X ADD) zD

' ;'ADDMx - AlokaS| Dana Desa Mlmmal untuk 1 (satu) Desa
ADD Total AIokasn Dana Desa Se Kabupaten Bengkalls

ZD:V - Total Desa Se Kabupaten Bengkalls
Pasal 7. ea
Ayat3 =
~Rumus perhltungan yang dlpakal adalah

ADDPx BDxx(ADD ZADDM)

ADDPx , AIokaS| Dana Desa Proporsnonal untuk 1 (satu) Desa
BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa X
~ ADD » o : Total AlokaS| Dana Desa untuk KabupatenIKota
IADDM Jumlah seluruh AlokaS| Dana Mlmmal
20




Pasal 8

- Ayat 1

-Cukup jelas

Ayat 2 , : ;

,Bobot yang dlbenkan dlsesualkan dengan kesepakatan stakeholder di Daerah.
1. Kemiskinan . : Yy | 3 Pe'ntirig'
2. Kesehatan oo (a2) Sangat penting
3. Pendidikan Dasar-. . - oo (@) -] . | Penting
4. - | Keterjangkauan Desa S (a4) ' | Kurang penting
5. | Jumlah Penduduk = (@b | = Cukup penting
6. Luas Wilayah B . (ab) Kurang Penting ~
7. Potensi Ekonomi/Realisasi PBB @7) |- Kurang penting

- Jumlah - o :

- Pasal 9
Ayat 1

Rumus yang dlpakal untuk menghltung BDx adalah sebaga| berlkut

BDx = a1 KV1x+ a2 KV2 x + a3 KV3 X + ... +an KVn

BDx o Nllal Bobot Desa untuk desa x ‘ |
KV1'x, KV2X,‘ KVnx Koef|S|en Variabel pertama kedua dan seterusnya ‘

al, a2, a3, ...an -+ Angka Bobot masing-masing Variabel

ayat 2

Rumus yang dlgunakan untuk menghltung angka bobot varlabel (a) sebaga| berlkut

an = anqka bobot varlabel n
| jumlah seluruh bobot

an : angka bobot variabel n

1 Kemiskinan ‘ -1 i (at) 3 3:15=0,2

2 Kesehatan L - (a2) 4 4:15=0,26
1:3. | PendidikanDasar (@3 | 3 3:15=0,2

4. | KeterjangkauanDesa = | (a4) |- 1 1:15=0,07

5 Jumlah Penduduk -~~~ | i (a5) 2 2:15=0,13

6 Luas wilayah -1 (aB) 1 1:15=0,07

7. | PotensiEkonomi/Realisasi ~(a7) 1 1:15=0,07

PBB - : o] S
“Jumlah = - = 15 o1
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Ayat3 U ‘
‘Rumus yang dlgunakan untuk menghltung nllal koeﬂS|en vanabel suatu Desa adalah

sebagal benkut

KVn o Nllal Koef|3|en Vanabel n Desa x Mlsalnya N|Ia| Vanabeln

kemiskinan Desa Kelapapatl

Vn : “Angka Variabel n- untuk desa X Mlsalnya Angka Jumlah -
: - Kemiskinan Desa Kelapapatl : o

Vn o ‘Jumlah Angka Vanabel n untuk seluruh desa Se Kabupaten
»Bengkalls .

Data yang dlgunakan untuk menghltung koet"3|en setlap vanabel adalah sebagal benkut

’,1. vanabel kemxskman menggunakan data ]umlah Kepala Keluarga miskin di Desa.

-‘2.k Variabel Pend|d|kan dasar menggunakan data Jumlah Kepala Keluarga yang mem|I|k|

o anak beru3|a dlbawah 9 tahun ‘ : ‘

3. Varlabel kesehatan menggunakan data kasus penyaklt menular yang terjadi dldesa
Varlabel keterjangkauan desa menggunakan data Jarak tempuh dan pus‘at
Pemenntahan Desa ke Kabupaten o - S ‘, , ‘ i

5. Varlabel jumlah penduduk menggunakan data Jumlah lea yang ada dtDesa

| Vanabel |uas WIIayah menggunakan data |uas Desa yang bersangkutan ,

7 Vanabel Realisasi- paJak Buml dan Bangunan (PBB) menggunakan data besarnya

- pajak Bum| dan Bangunan yang dlsetor Desa

Contoh L T , , ‘
Varlabel Kemlsklnan untuk Desa Kelapapatl d| Kabupaten Bengkalls dlketahm dan data ; :
sebagal berlkut E L Sy : R o
.Jumlah KK mlskln Desa Kelapapatl (V1) 45 KK
Jumlah KK mlskm Kabupaten Bengkalls (ZV1) = 15 000 KK
KoefISIen Varlabel Kemlsklnan Desa Kelapapatl
KV1 (DesaKeIapapatl) = ‘45/15 ooo 0, 003

'Ayat4 :
Cukupjelas R
pCukupjeIas 3 - ‘ S




Ayat 3

Cukup jelas
Ayat4 =
- Cukup jelas
Ayatb5 -
Cukup jelas

Pasal 18-
Ayat1
Cukup jelas
Ayat2 =~
- Cukup jelas
Ayat3 -

-Cukup jelas .

Ayat4.
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas -

Pasal 20 -
Ayat1 -

Cukup jelas
Ayat 2 ‘
Cukup jelas”
Ayat3
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22 ’
Cukup jelas
Pas'avl 23
Cukup-‘jelas.l




Pasal 1 :

Poin a12, b1in dan b2d - '
Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodlr keglatan keglatan yang tldak termasuk -
pasal tersebut yang SIfatnya spesmk dan khusus dllakukan oleh Desa tertentu

Pasal 12
Ayat1

- Cukup jelas
Ayat2
Cukup jelas
Ayat3
Cukup jelas
“Ayat4
Cukup jelas
Ayats - .
Cukup jelas:

Pasal13
Cukup Jelas B

Pasal14 RV i
Ayat1 - R
Cukup jelas -
“Ayat2

Cukup jelas

Ayat3

Cukup jelas

Ayat4

Cukup jelas

Pasal 15
Ayat1
CukUpjeIas
Ayat 2 ‘
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